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RINGKASAN 

 

 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT LELANG KELAS IIDALAM 

PELAKSANAAN LELANG OBJEK JAMINAN FIDUSIA 

 

 

Latar belakang penelitian ini bahwa pelaksanaan lelang dapat dinyatakan 

telah berjalan hingga dibuatkan risalah lelang, namun demikian ketika ada pihak 

yang tidak menyetujui atas pelaksanaan lelang tersebut, maka dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum atas legalitas pelelangan tersebut. Hal tersebut tentunya 

akan berimplikasi hukum terhadap Pejabat Lelang Kelas II yang dimungkinkan 

akan menjadi objek gugatan dari pihak yang tidak setuju atas pelaksanaan lelang 

tersebut. Metodepeneltian yang digunakan adalah yuridis normative dengan 

menggunakan data sekunder. Hasil penelitian diperoleh pelaksanaan lelang yang 

dilakukan oleh Fransiscus Xaverius Tri Sumaryanto, S.H., M.H.,telah sesuai 

dengan PMK RI No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 

sehingga dengan adanya risalah lelang, maka memberikan kepastian hukum atas 

barang yang dilelang. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa 

perlindungan hukum bagi Pejabat Lelang Kelas II terhadap pelaksanaan lelang 

objek jaminan fidusia di PT X saat ini belum ada pengaturan yang secara eksplisit 

mengatur tentang tindakan Pejabat Lelang Kelas II yang tidak dapat dituntut baik 

secara perdata maupun pidana sebagaimana pada profesi hukum lainnya, seperti 

advokat ataupun Notaris / PPAT. Namun demikian, secara umum, bentuk 

perlindungan hukumnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pertama pada perlindungan 

hukum preventif melalui adanya surat permohonan lelang secara tertulis oleh 

Penjual atau Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara 

lelang kepada Pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II. Pada 

perlindungan hukum kedua melalui represif dengan cara upaya hukum non litigasi 

melalui negosiasi dan mediasi yang bertujuan untuk mendapatkan win-win 

solution. 
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SUMMARY 

 

LEGAL PROTECTION FOR AUCTION OFFICIAL CLASS II 

REGARDING EXECUTION OF AUCTION OF FIDUCIARY OBJECT  

 

Auction is executed when auction report is released. When some parties disagree 

with the execution of the auction, legal uncertainty over the validity of the auction 

may arise. This will surely affect the auction official class II legally, which may 

also leads further to lawsuit from the disagreeing parties regarding the execution. 

The research method employed was normative juridical method supported by 

secondary data. The research result indicates that the auction executed by 

Fransiscus Xaverious Tri Sumaryanto, S.H., M.H. is relevant to PMK RI Number 

27/PMK.06/2016 on Auction Execution Procedures. The release of auction report 

gives the legal certainty over the goods auctioned. It can be concluded that the 

legal protection provided for the auction official class II regarding the auction 

execution of fiduciary object in PT X has not been explicitly regulated, in which 

the officials cannot be charged as in other legal professions such as notaries or 

land deed officials. However, in general, the legal protection is divided into two, 

where preventive legal protection can be performed by issuing written auction 

proposal by a seller or object owner who plans to sell the object in auction to the 

Head of Auction or Auction Official class II. The second type known as 

repressive legal protection can be given through non-litigation process in the form 

of negotiation and mediation aimed to reach win-win solution.  
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